TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTU K

ARBlTRASE SEBAGAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

(Studi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesajan
Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 29-54)

ABSTAK

Perselisihan  Hubungan Industrial adalah perbedaan
pena'ﬂpﬂf yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh  atau  serikat
pekeq'a/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja dan perselisihan antar  serikat  pekerja/serikat  buruh
dalam satu perusahaan. Arbitrase dapat menjadi alternatif
penyelesaian perselisihan perburuhan bagi para pihak yang
berselisih dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Para pihak dapat mengharapkan keuntungan dari sifat yang
dimiliki oleh arbitrase yaitu dapat menyelesaikan perselisihan
secara tepat, cepat, murah dan adil. Arbitrase merupakan sistem
penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar proses
peradilan dimana pihak ketiga dipercaya oleh para pihak yang
berselisih memberikan putusan yang bersifat mengikat kedua
belah pihak yang berselisih atas dasar persetujuan di antara
mereka untuk mematuhi putusan yang ditetapkan oleh pihak
ketiga tersebut yang dalam hal ini diperankan oleh Arbiter.
Seiring  berjalannya waktu arbitrase sebagai penyelasaian
perselisihan hubungan industrial yang terdapat dalam Undang-
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Penelitian ini merupa

menganalisis pgrmasalahan tersebut, penyusun menggungjy,
pendekatan normatif dengan mengambil penafsiran pemikir [sy,
kontemporer yang terdapat dalam al-Qur an dan Hadits.  Sify
adalah  Normatif Analitik,  Yaitu  menelag)
asalah yang ada dalam pokok bahasay

dan sengaja menempatkan buruh pada posi; ™
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Pendahuluan
Dalam dunia hukum, khususnya hukum perdata, dikenal

bahwa pengadilan berkewajiban membantu para pencari keadilan
dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepit
dan biaya ringan.

Dt dalam praktek proses melalui pengadilan itu
membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosedurnya yans
formal'istis kaku; dari sejak memasukan perkara di pengadild
::t?:: a:a::gadas I;Ut;san yang memperolah kekuatan hukum yat¢
Faier o o D AL RIS membutuhkan waktu st
o f’[untuk perkara agar langsunng diperiksa dari sejak
Sara :)c:::(;saiarena hfl['-hal tersebut itulah maka diburuhkﬂﬁ
i kesepakat: perselisihan yang lain diluar pengadilan, melalut

N antara para pihak yang berkepentingan untuk
_//
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> Arbitra :
Perselisihan Hubungan Industrial se Sebagai Penyelessian

menyelesaiakan perselisihannya kepada seoarang juru pemisal
(arbiter, scheidsman,  wasif) yang Mempunyai kcahlil.‘u% :ﬂ]
tingkat friendship yang memadai. {

Lembaga abitrase telah dikenal sejak zam

dan

' . an pra-Islam.'
pada saat 1tu belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir

Setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-
hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai
atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang
berselisih. Juru damai atau wasit yang ditunjuk harus memenuhi
Lualifikasi, yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan
memiliki kekuatan supranatural dan adikodrati.”

Pada awalnya, upaya perdamaian untuk menyelesaiakan
sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau peperangan itu
telah diatur dalam al Qur’an, Sunah dan ijma’ ulama. Allah
berfirman An-Nisa’ (4) : 35. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika
terjadi pertengkaran di antara pasangan suami istri dan akan
mengadakan perdamaian, maka yang jadi penengah (wasit)
adalah keluarga dari keduanya.

Perkembangan zaman terus mengalami kemajuan,
memasuki era globalisasi yang melanda seluruh dunia
mempengaruhi semua bidang kehidupan. Hal ini mendorong
manusia memasuki free market dan free computition, ciri
perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat. Dari
ratusan lebih transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari
terjadinya sengketa yang menuntut penyelesaian secara cepat.

Selain proses penyelesaian sengketa yang cepat,
dibutuhkan juga penyelesaian sengketa yang menguntungkan dan
memberi aman bagi semua pihak. Proses atau cara penyelesaian
sengketa bisnis seperti ini sering disebut dengan arbitrase. Di

' A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspekif Islam

dan Hukum Positif (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 49.

: Adikodrati artinya supranatural, di luar kodrat alamiah. Lihat
Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus llmiah Populer; (Surabaya:
Arkola, 1994), hlm. 5.
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Indonesia arbitrase pada umumnya diatur dalam Unda,.;,, »

No. 30 Tahun 1999. Sedangkan dalam Penyelesaiay, Persciig;
" 1 ' SClisih,
Hubungan Industrial diatur dalam UU No 2 7y, 7.‘}:1

khususnya Pasal 29-54. Sesuai dengan asas /lex Spesialis oo,
e

lex generalis. '
Undang-undang yang bersifat khusus inj membeyj
dn

pengertian Arbitrase yaitu penyelesa?an suatu perselisify,
kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikyg b
hanya dalam satu perusahaan, diluar pengadilan perselisi,,
hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari parg pihi
yang berselisih untuk menyerahkan penyeleseaian perselisihgy
kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifa

final.’
Arbitrase dianggap dapat menyelesaikan perselisijy,

karena merupakan penyelesaian antar dua orang yang berpihak
melalui pihak ketiga dengan kesepakatan mereka berdua sehingga
keputusan dapat dirasakan keadilan bagi kedua belah pihak
Namun disatu sisi arbitrase sebagal penyelesaian perselisihan
perburuhan yang terdapat UU No. 2 Tahun 2004 tidak tepat
atau tidak sesuai dengan makna dan hakekat arbirtrase itu sendiri’
Meskipun sudah diatur tentang kesepakatan para pihak dalam
penunjukan arbiter, akan tetapi para pihak hanya bisa memilih
arbiter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 30 (1) :

Arbiter yang  berwenang  menyelesaikan perselisian
hubungan industrial harus —arbiter yang telah ditetapkan

oleh Menteri.

3 . -3
Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan [ndust ial

Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan (Jakarta: Rajawali Grafindo Pers,
2004), him. 75.

4 & i

Hakekat dari arbitrase ialah adanya kerelaan kedua belah pilat

tanpa adanya paksaan dan itu disenangi. Lihat Koharudin, Ensikloped
manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), him. 36.
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Pasal ini menandakan bahwa penunjuk
ditetapkan dalam daftar arbiter yang sudal; ditentuk
menteri  yang bersangkutan. Dalam kondis; ek()nnmiﬂr:; |
sckarang ini, akal sehat akan mengatakan bahws pcmcfimailcsi:l ],
perpihak pada pengusaha. Apalagi sejarah sudah membuktikap
sclama ini pcmerjmtah lebih suka l?erpilwk pada pengusaha
ketimbang  buruh. Pola penyelesaian perselisihan melalui
arbitrase ternyata sama dengan penyelesaian perselisihan
perburuhan lainnya yakni berparadigma kepada Negara yang
«elama ini tidak berpihak kepada buruh dan sengaja menempat-
kan buruh pada posisi yang tak berdaya.

I(cmudian dalam hal penyelesaian perselisihan, dari empat
jenis perselihan yang ada dihubungan industrial, hanya dua
perselishan  yang bisa diselesaikan melalui arbitrase vyaitu
perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar  serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Padahal dalam

an Arbiter sudah

leh

nukum Islam semua perkara bisa diselesaikan melalui arbitrase
kecuali tentang hak-hak Allah.

Berkaitan dengan hukum sebagai penyelesaian sengketa
ini ajaran Islam memberikan tuntunan agar setiap orang dapat
mengikuti hukum-hukum tertentu dalam perbuatannya, baik itu
bersandarkan kepada wahyu maupun itu yang ditetapkan oleh
masyarakat. [slam telah mengajarkan bahwa dalam menyikapi dan
menyelesaikan masalah hendaknya mampu menegakan nilai- nilai
keadilan karena nilai tersebut merupakan salah satu dari nilai
Islam yang luhur seperti yang disyariatkan dalam firman Allah :

Al-Hadid (57) : 25.

5 Ana Nadhia Abrar, Jumnal Imu poloitik dan Sosial, Keberpihakan

Komunikasi Dalam Kebijakan Perlindungan Buruh, Volume 5, No 3
(Yogyakarta:tt.2001), him. 320-321.
_ ® Hasbi Ash.Shidigiey, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: Bulan
Bintang, 1970), hlm. 59-60.
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Keadilan dapat diwujudkan dalam menyampaika, el

hak kepada orang yang berhak me-:ncrimanya dan mClaksanak;m
hukum-hukum  yang telah disyarlatkan' Allah  Sw dengg,
menjauhi hawa nafsu melalui pembaglar_l yang adil di gy,
manusia permasalahan saat ini apa manusia dapat mewujudk,,
nilai-nilai tersebut. Hal ini penting agar nantinya nilaj keadil,
tersebut bukanlah suatu idealisme tanpa dapat dioperasionalkaﬂ
dalam penyampaiannya.

Arbitrase dalam perburuhan yang terdapat dalam undang-

undang No. 2 Tahun 2004, sebagai bentuk penyelesais

perselisihan ~ dipandang  perlu untuk diterapkan dalap

permasalahan perburuhan di Indonesia khususnya masyaraky
buruh muslim Indonesia, dan mengingat jumlah perselisihan
perburuhan di Indonesia cukup banyak dan ini membutuhkan
penanganan yang serius serta penyelesaian yang cepat dan

sederhana.

Konsep Keadilan dalam Islam
Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi

pokok bahasan hukum Islam adalah konsep magasid al-syari'ah
yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari‘atkan untuk
mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep
i telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu merck
memformulasikan suatu kaidah yang cukup popular "di mana ada
maslahat, di sana terdapat hukum Allah." Teori maslahat di sinl
menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial
dalam istilah filsafat hukum ’ Adapun inti dari konsep maqasid
al-syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sckaligus
menghindarkan keburukap atau menarik manfaat dan menok
mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari magqasid al-syari’ah

s e WS

7
Zaenal, Ahmad Teori ; e Hukum
: » i Kead Isafat
dan Islam, akses tgl 2 Maret 2010, adilan dalam Perspektif Filsafc
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ehagai Penyelesaian

terscbut adalah maslahat, Karena penctapan hukum dalam [s
s bermuara kepada maglahat.

Menurut asy-Syatibi hukum ditetapkan bukan karena
semata-mata karena tak[if (beban) bagi mukallaf, tetapi memiliki
maksud-maksud syara’ (maqasid al-syari’ah) yaitu untuk
merealisasikan kemaslahatan manusia, baik yang bersifat segera
maupun yang akan datang, baik dengan jalan menarik manfaat
1 menolak mudarat.®
Adapun kemaslahatan tersebut akan terwujud manakala
lima pokok (prinsip) itu akan terlindungi, namun sebaliknya
kemaslahatan tersebut akan terancam atau mendatangkan sebuah

am
haru

maupu

madharat manakala kelima tersebut tidak bisa terpelihara. Kelima
prinsip tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
benda, sedangkan skala prioritas berdasarkan kepada urutan baku
yang telah disebutkan diatas yaitu kepentingan memelihara
agama lebih dipentingkan daripada kepentingan memelihara
jiwa, kepentingan jiwa lebih dipentingkan daripada kepentingan
memelihara  akal, kepentingan memelihara akal lebih
dipentingkan daripada kepentingan memelihara keturunan, dan
kepentingan memelihara keturunan lebih dipentingkan daripada
kepentingan memelihara harta benda.’

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak
disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah
sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagal keyakinan yang
harus diperjuangkan: maslahat, keadilan."’

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus

diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling

8 Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat., II: 365; Abdul Wahhab
Kallaf, [{,m"- Usul Figh (Kuwait; Dar al-fikr-ilm,t.t.), him. 9.
i Fathurrahman Djamil. Fifsafat Hukum Islam, Cet. III (Jakarta: Logos
acana lllénu, 1999), him. 133.
d ' Zaenal, Ahmad, “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum
an Islam”, akses 2 Maret 2010

h‘*—__
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Peny,
Welesy;,,

ongan masyarakat yang paling lemap, Ioh
i

kan ol
menguntung bahwa maka program penegakan |,

: ady|
Rawls mcnegaskaﬂ h memperhati g
Jang berdimensi kerakyata" haruslah memperhatikan dug py;,

keadilan, yaitu pertamd, memberi hak dan kesempatan yap, Samg

atas kebebasan dasar Yang paling luas seluas kebebas‘an yang sap,
bagi setiap orang: Kedua, mampy A kembah,kese”j““gan
cosial ckonomi Yang terjadi seh{ngga dapat memberi keuntungan
yang bersifat timbal balik (reciprocal  benefits)  bagj seia

baik mereka Yang berasal dari kelompok beruntuy,

orang, )

maupun tidak beruntung.
Cita-cita _tertingg dalam hukum adalah menegal,,

Leadilan, tetapi yang menerapkan keadilan bukan teks-teks hukum,
melainkan manusia yang menerima sebutan hakim, pengacary
kuasa hukum, penegak hukum, penguasa hukum, polisi dgy
sebagainyaIz Dalam hal ini adalah seorang Arbiter. Mereky
semua membaca, menghafalkan pasal-pasal tentang hukun,
menerapkan untuk tindak pidana/perdata tertentu, menafsirkannya
dengan logika hukum dalam acara hukum di depan majelis hakim
suatu persidangan di pengadilan. Hukum dapat diputar balik, fakta
dapat diada-ada, dan keadilan sebagai tujuan hukum akhirny
selalu bersifat subjektif dan rasanya berbeda-beda bergantung
pada lidah siapa yang mengecapnya. Akan tetapi bertindak
mengupayakan hukum dan menerapkan hukum secara yuridis-
praktis adalah usaha yang terbaik untuk memperoleh rasa
keadilan."

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusih
memahami dan menganalisis arbitrase sebagai penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dengan menggunakan teori

11 sty

John Rawls, A Theory of Justice, (London: Oxford Universty

press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uz
Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

T B
" Beni Ahmad Saebani. Fil : dung: Pustaka
Setia, 2008), him. 244, 1, Filsafat Hukum Islam, (Bandung

" Ibid., him, 245,

__._._...——-_""ﬁ
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sorayah Arina

1k Arbitrase Sebaga Penyeleci
i Peny an

naqasid al-syari’ah yang bertujuan untuk  mewuyjydk
(cbaikan sekaligus menghindarkan keburukan atay ,ﬁlc” a::
ari

anfaat dan menolak mudarat, karena penctapan hukum dajapm

1sJam harus bermuara kepada maslahat, keadilan,

gertian Hubungan Industrial

Di Indonesia hubungan industrial merupakan hubungan
yang terbentuk ar{tara p'ara pelaku dalam produksi barang dan/atay
jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh yang
jidasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (pagy] |
angka 16 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakefjm)- Dalam proses produksi diperusahaan pihak-
pihak yang terlibat secara langsung adalah pekerja/ buruh dap
pengusaha, sedangkan pemerintah termasuk sebagai para pihak
dalam hubungan industrial karena kepentingan untuk terwujudnya
hubungan kerja yang harmonis sebagai syarat keberhasilan suatu
usaha, sehingga produktifitas dapat meningkat  yang  pada
akhimya akan mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi

Pen

dan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Hubungan industrial tidak hanya dilihat dari konteks hubungan
antara pekerja dan pengusaha semata, peraturan-peraturan
ketenagakerjaan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari
lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Karena di dalamnya
mencakup pula konsep keadilan, kekuasaan, hak dan
tanggung jawab.

Dalam bidang ketenagakerjaan, ketidaksamaan keduduk-
an antara pekerja/buruh dan pengusaha ini sering kali
menimbulkan konflik. Pengusaha mengeluarkan kebijakan atau
peraturan yang menurut pertimbangannya baik dan dapat diterima
oleh pekerja/ buruh dan pengusaha ini sering kali menimbulkan
konflik. Namun tekadang pekerja/ buruh mempunyai pandangan

—

14 '
_ Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan hubungan 1 ndustrial Melalu
Pengadilan dan DiluarPengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), him. 18.

e —
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berbeda denga” pengusaha. Pekerja/ buruh yang MErasa py.
kebijakan ata peraturan yang dikeluarkan olel; PCnl_:llxa!I::
akan berusaha sebaik mungkin. Namun sebaliknya, kaeramumi]
ak puas akan menunjukan sikap yang akan mengj,
ja, seperti melakukan demonstrasi mogok kerj, o

yang
dengan

yang tid
pengusal

sebagainya.l - -
pokok pangkal perselisihan antar  pekerja/buruh g,

umnya berkisar pada masalah-masalah:

5

pengusaha pada um
1. Pengupahan;
7 Jaminan sosial;
3 Perilaku pengusaha yang kadang-
sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban;

4. Adanya masalah pribadi.
Berdasarkan teori pola hubungan antara buruh dan

pengusaha dari Reynaerts dan A.G Nagelkerke dalam Aloysius
Uwiyono dikenal ada tiga pola hubungan, yakni pola hubungan
harmonis, pola hubungan yang bersifat permusuhan, dan pola
hubungan koalisi.'® Pola hubungan yang harmonis merupakan
pola hubungan industrial yang memiliki ciri-ciri yang menekankan
pada stabilitas kerja, yakni:
I. Dalam hubungan yang harmonis para pihak tidak
memiliki kebebasan- kebebasan, para pihak dibatasi olel
pemerintah melalui ketentuan hukum yang bersifat refresif.

2. Pola hubungan yang harmonis memaksakan hubungan kerja
terjadiny?

kadang dirasakan kurang

sama (consensus) dengan cara melarang
pemogokan.
3. Para pihak yang berselisih diwajibkan untuk menggunkd!

penyelesaian secara damai dan melarang penggunaat il
cara paksaan.

15

~ Zaeni : . . ¢

Rajawalj Pers, 2009)A ;{Ir;ailc' Peradilan Hubungan Industrial, (%
16 3 N ale

Lalu Hu

Pengadilan dan pjj

arta PT.

; Wi
sni, Penyelesaian Perselisihan hubungan Indus! rial Me iﬂf”
uar Pe"gadifan,(jakma: PT. Rajawali Pers, 2004), hlm. RS

1o =
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Sora

pengertian dan Jenis Arbitrase
istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (bahasa Latin) yang

perarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut
kebijaksanaan”. Sedangkan pengertian arbitrase yang dikemukakan
olch beberapa sarjana dan  peraturan  perundang-undangan serta
prosedur Badan Arbitase adalah sebagai berikut:'’

Subekti menyatakan bahwa :

“Arbitase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa
oleh seorang hakim atau para hakim berdassarkan
persetujuan  bahwa para pihak akan tunduk pada atau
menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka

pilih”
HM.N. Poerwosutjipto yang mengunakan istilah perrwasitan

untuk arbritase ini menyatakan bahwa :

“Perwasitan adalah suatu perradilan perdamaian,dimana
para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak
pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan
diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh
pra pihak sendiri daan putusanya mengikat bagi kedua

belah pihak. "
Frank Elkoury mendefinisikan:

"Arbritase adalah suatu proses yang mudah atau s imple yang
dipilih oleh para pihak secara sukarela yang di ingin agar
Perkaranya diputus oleh Jjuru pisah yang netral sesuai dengan
pilikan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil
dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula unt uk
™enerima putusan tersebut secara final dan meningkat.”

\

17
ﬁud'ﬂﬂi dan Zaeni Asyadie, Mengenal Arbitrase: Salah satu
enyelesaian Bisnis, hlm 28-30.

Aher"““'fe
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Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbritsg. d
penyelesaian sengketa,pasal 1 ayal | menyatakan bahwg

[‘r!l;ul.-

lesaian
“ grbitase adalah cara penye . suatu sengkey, Perdy,
luar peradilan umum yang didasarkan pq, per;

arbitase yang dibuat secara tertulis oleh parq Wm/

bersengketa.”

f”“}

Menurut Peraturan Prosedur BANI (Badan Arbitrgge Nagj,,|
Slong

Indonesia) -

“ Arbitase adalah memberikan penyelesaian yang adil 4,
cepat dalam senakeza—sengkei‘ﬂ perdata yang timbul mengeny,
perdagangan, mdusm keuangan, baik yang bersifat Ny -

maupun internasional’

Menurut prosedur BAMUI (Badan Arbitase Muamalah Iﬂd0negia)3

“4rbitase adalah penyelesaian sengketa yang (ipp,
dalam hubungan perdagangan,  Industri,keuangan jos,
dan lain-lain,serta  memberikan suatu pendapat yaye
mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai sua

. 4 nl9
persoalan yang berkenaan dengna perrjanjian.

Berbagai pengertian arbitase di atas menunujukkan adanya
unsur- unsur yang sama, yaitu:
a. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian
~ sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang
telah terjadi, kepada seseorang atau beberapa orang pihak
ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
b. Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan adalh
sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai
sepenuhnya, khususnya dalam bidang perdagangdh

. Pﬂsa' | Anggaran Dasar BANI.
" Pasal | Anggaran Dasar BAMUI.
___________,..-4""
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industri dan keuangan;
c. Putusan arbritase merupakan putyggy,
(final and binding).

Meskipun ada kesamaan unsur-unsyr yang terkand
Pcngenian arbritase yang dikemukakan oleh para Sm;""hul;g _d%m
(amun penggun.at.ln.lstllal.mya berbeda satu sama Jajn I‘%cr:('_qlfe‘,x.
dengan berbagal istilah di atas, yang telah di aky; sccar; mdm
5dalah arbritase dan arbriter. Istilah ini digunakan dalapm U){ll”;q:
30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Pcnycicsaiaﬁ

akhir dan mengik at

Sengketa.
Dalam fiqih Islam, padanan dari arbritase ini adalah tahkim

dan kata kerjanya hakam, secara harfiah menjadikan seseorang
cebagai penegah bagi suatu sengketa. Sedangkan dalam hukum
[slam istilah yang sepadan dengan tahkim adalah sulhu yang
menurut  bahasa mempunyai arti memutus pertengkaran/
perselisihan.

Arbitrase sebagai salah satu instrument penyelesaian
sengketa para pihak di luar lembaga pengadilan telah berkembang
sangat baik. Dalam prakteknya terdapat 2 (dua) macam arbitrase,
yaitu :
|. Arbitrase Ad-Hoc

Arbitrase Ad-hoc disebut juga sebagai arbitrase

volunter. Selain itu arbitrase ad-hoc merupakan arbitrase yang
dibentuk khusus untuk menyelesatkan atau memutus

perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase bersifat

insidentil.?® Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan

berdasarkan pada perjanjian yang menyebutkan penunjukan
majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati

oleh para pihak.

2 Insidental artinya kebetulan; kejadian yang tak direncanakan, tak
dan M. Dahlan al-

penting; bersifat satu kesempatan saja. Lihat Pius A. Partanto
Barry, Kamus flmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), him 260.
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Apabila terjadi  ketidaksepakatan dalam Penun;y,

corang arbiter atau beberapa arbiter, para pif,. p
b d

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadily, Ne :
- : -ger

untuk menunjukan scorang arbiter atau lebih dalay, rano!
TEK

o 4 2 .
Penyelesaian sengketa para pihak. Arbilrase ad j,
y g
bersifat sementara dan berakhir pada saat dijflthkannya

putusan atau sengketa tersebut.

2. Arbitrase Institusional
Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau by,

arbitrase yang bersifat permanent sehingga disebut Permaney
Arbital Body. Lembaga ini sengaja didirikan untuk menanggp;
sengketa yang mungkin timbul lagi mereka yang menghendaki
penyelesaian di luar pengadilan. Sekaligus wadah untyk
menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Jiky
pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu Bangsa atay
Negara, arbitrase institusional tersebut bersifat nasional
Pada umumnya arbitrase institusioanal sudah terdapat
peraturan yang telah ditentukan dan diterapkan sendiri. Saaf
ini dikenal berbagai peraturan arbitrase yang dikeluarkan
oleh lembaga arbitrase seperti BANI, atau Arbitrase
Internasioanal, seperti The Arbitration Rules dari The
International Centre for Settlement of Investement Disputes
(ICSID) di Washington, The Rules of Arbitration dari The
International Chamber of Commorce (ICC) di Paris.

Penerapan Arbitrase Penyelesain Perselisiahn Hubungan
Industrial

B“ffbagai manfaat praktis dapat diperoleh dengan
,zmy?:fjalan sengketa melalui arbitrase, antara lain tidak perlu

en ‘ ;

kepj;g U formalitas yang kaku, biaya yang relatif murah,

an yang lebih memuaskan karena ditangani oleh arbiter
e

21 P

asal 13 aya( (2) yy No. 30 Tahun 1999

T
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yang dipilih para pihak berdasarkan kcahliannya dan dari
) L ari chl

bisnis merupakan pilihan yang paling efisien. Lembaga arh;

: . : \ a arbitrase
ini mempunyat kelebihan dibandingkan lembaga peradilan vakni
jaminan atas kerahasiaan sengketa para pihak, dan mcnghi)r’:hr::
kelambatan yang diakibatkan oleh aspek administratif (

Keringnya penangal.ilan Pe_rkara perselisihan hubungan
industrial bukan hanya cerita pahit milik konsiliator. {4 yang
sama juga dialami arbiter. Bahkan hingga saat ini, belum pernah
ada satu kasus pun yang ditangani oleh arbiter di seluruh
IndoneSia-22

Melihat kondisi di lapangan bahwa konsiliasi maupun
arbitrase tidak pernah dimanfaatkan, Menurut Ganti Saut Sianturi
Ketua Forum Komunikasi Arbiter  Hubungan Industriai
[ndonesia  (FKAHII), bahwa posisi arbiter dan konsiliator tak
ubahnya sebagal pelengkap sistem penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Menurutnya ada beberapa alasan selain
minimnya sosialisasi oleh pemerintah yang menyebabkan arbitrase
sepi peminat. Salah satunya adalah pembebanan biaya berperkara
di arbitrase yang dibebankan kepada para pihak.*

Tidak seperti berperkara di mediasi atau konsiliasi
yang gratis biaya, berperkara di arbitrase memang harus merogoh
kocek pribadi. Biaya itu timbul untuk membiayai persidangan
arbitrase, pemanggilan saksi dan honor arbiter. Biaya itu harus
ditanggung kedua belah pihak berdasarkan perjanjian arbitrase.
Bagi pengusaha, bisa jadi biaya ini bukan masalah berarti. Tapi
bagi pekerja biaya ini menjadi masalah. Kebanyakan mereka
mengaku tidak punya uang. Lagi pula, selama ini para pihak
biasanya tidak pernah mengeluarkan uang ketika perundingan
tripartit. Tentu mereka lebih memilih yang gratis dari pada
yang bayar. Meski harus membayar, arbitrase memiliki
beberapa kelebihan ketimbang mediasi maupun konsiliasi. Dari

—

1

. http://apindonet.or.id diakses tanggal 27 Mei 2010.
* Ibid... http://apindonet.or.id dikases tanggal 27 mei 2010.
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segi waktu, proses penyclesaian lewat arbitrase [c}j, cepaf
ketimbang mediasi maupun konsiliasi. Dalam wak 30 hag
arbiter sudah harus mengeluarkan putusan yang sifatnya fiy, [lﬂ,;
mengikat. Dalam hal ini tentu lebth memberikan kepastiay hukup
ketimbang output dari proses mediasi atau konsiliasi yang hanyg
berupa anjuran tertulis. Kalau terhadap anjuran, para pihak yang
tidak suka bisa melanjutkan ke Pengadilan Hubungan [ndustria|,
ini kan berarti mengulang proses dari awal lagi. Karena Pengadilyy
Hubungan Industrial tidak akan menjadikan anjuran scbagai aly
bukti atau pertimbangan hukumnya.

Menurut Direktur Penyelesaian Perselisthan Hubungan
Industrial Depnakertrans, Gandi Sugandi memiliki analisis
berbeda mengenai penyebab tak lakunya konsiliator dan arbiter
Salah satunya adalah ketidakmampuan konsiliator dan arbiter
dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak suku

dinas ketenagakerjaan, dan karena masalah biaya.24

Penyelesaian Perselisihan dalam Hukum Islam
Islam membagi dua dalam penyelesaian suatu
sengketa atau perselisihan demi tercapainya perdamaian dan
keadilan yaity -
. Penyelesaian Melalui Lembaga Peradilan
Pi masa Rasulullah s.a.w. memegang penuh pemerin
S?dlkit sekali perkara yang diadukan kepadanyd
diselesaikan olehnya. Kebanyakan umat Islam jaman dulu |
?a“ya menginginkan fatwanya saja, setelah mendapa
;::::Ei):‘ kemudian mereka selesaikan sendiri pcrk‘m'amyll‘
Pula perkara-perkara yang diputuskan Nabi s.8.W

den a : il
ca S pal segera mereka jalankan tak perlu lag! Nab

Mpur langan d q It
M

tahan,

dan

ereka alam urusan memutusakan perkif
Sangat patuh kepada segala keputusan Rasulullﬂh

—

“Ibid.., gy o
116 %dikﬂsﬂ tanggal 27 mel 2010.
/
2011
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25
s.a.W.

Pada masa Nabi s.a.w. masih hidup, wali-walj negeri
bertindak sebagai Remangku urusan umum rakyat dan
pertindak pula sebagai gadli (Hakim dalam istilah sekarang) di
dalam wilayahnya. Wali-wali itu berkuasa memutuskan semua
perkara. segala perkara yang mereka putuskan, terus berlaku:
tidak perlu meminta atau menunggu pengesahan dari Nabi
sa.w. Demikian keadaan hakim di masa Nabi dan begitu
pulalah keadannya di zaman Abu Bakar Ashiddieq.

Lembaga paradilan (Qadla) dimasa Nabi s.a.w. dan
Abu Bakar ra dipegang oleh pemangku  wilayah
penguasa, belum diadakan pejabat yang khusus mengurus
aturan memutuskan perkara yang dipersengketakan umat,
yakni belum diangkat gadli disamping kepala wilayah, kepala
kehakiman yang berdiri sendiri, tidak dibawah kekuasaan
kepala wilayah, atau daerah itu.*°

Sedangkan di masa Khalifah Umar,
Islam telah bertambah banyak, pekerjaan-pekerjaan yang
harus diselesaikan khalifah bertambah banyak pula sehingga
khalifah atau Gubernur kesulitan untuk menyelesaikan sendiri
semua perkara yang diadukan kepadanya. Maka dari itu

Khalifth mengangkat pejabat-pejabat  yang diserahkan
urusan-urusan pengadilan, disamping pemangku- pemangku

kota-kota

wilayah umum (Gubernur).

Di antara sarana-sarana yang penting
mewujudkan keadilan menjaga hak-hak dan memelihara
darah kehormatan dan harta benda ialah menegakan sistem

untuk

-‘-‘-‘-‘-"‘—I——
25
b Hasbi Ash.Shidiqiey, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta : Bulan
hlang, 1970), him. 12,
26
Ibid.. him 15.
‘-.-hh——
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pmndilan,21 |
Dengan  demikian menegakan  keadilan berartj
emerintahkan kebaikan  dan  mencegah bahayy
kemungkaran, menyampaiakan hak kepada yanp punya

mengusahakan islah di antara manusia, menyelamtakaq

manusia dari kesewenang-wenangan sebagian yang |ajp,
antuk  menjaga  kestabilan  urusan  manusia itulap
diperlukan adanya peradilan. Peradilan adalah fardu kifayah
untuk  menghindari ~ kadzaliman  dalam  memutuskan
persengketaan. Dalam hal ini pengangkatan hakim maka
pemerintah  yang berkewajiban melakukan tugas ity
mengawasi pelaksanaan peradilan dan dengan kekuatan
kekuasaannyalah hukum- hukum akan berjalan bagi setiap
individu. ~ Tetapi ~ setelah meningkatnya aneka macam
kepentingan manusia ditambah semakain kompleksnya urusan
pemerintah maka semua menuntut terwujudnya kekuasaan
peradilan yang berdiri sendiri secara khusus, menerapkan
peradilan tanpa memihak dan pamrih. Melihat urgensi dan
beratnya peran yang diemban hakim dalam peardilan maka
pengangkatan qadli bukanlah hal yang mudah berbagai
Persyaratan harus dipenuhi.?®

e B et o

o mm?;';:;lld:ons:iasi ‘hukum islam sistem ini dikenal dengan qﬂll“:;'
wembayar) dan ALl L 704 (Putus selesai). al Ana’ (menunatt o
lerminology adalap ﬁ:a( ‘U'(mencegah’ menghalang-halangi). sedangkan h-t iLl;*m
hukum syay'; dcnga; ; 'i' keputusan produk pemerintah yang 1116“)’3“‘|”1_ L-1l
bahwa qadhg adalal i Penctapan. Dalam hal ini ada yang bel-peﬂhif‘l

alah menyelesajakan sengketa antara dua pihak denga!l

m  allah ata ]
- dan

Memutys | U memutuskan hukum antar menusia dengan bend! d
lukum Madkun

d :
P eradilan, hipm, !9-;;%1 a4 yang diturunkan Allah. Lihat M Salam

28
agar hakj Rl dan say
M mencapaj derai : el
Seperti Smrangca,ﬂau'k:?mla[ Mujtahid disamping syarat-syarat subjektif lat
sedangkan Pendapa( la.af, la.k"laki: adil, mendengar melihat, tidak
ba ah anjurap ms ‘:"‘f' Mazhab maliki menganggap, derajal M"
hkap beliay 1 oA W Abu Hanifah tidak mensyaratkan

Pendapat dari Mazhab Malki telah mensyara‘l:‘ig
ny:

bisu,
jah
al 1ty

- |
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. penyelesaian di Luar Pengadilan

Keberadaan arbitrase tidak terlepas dari sejarah
perkembangan hukum Islam, " yang merupakan  perpaduan
antara wahyu Tuhan dengan keadaan masyarakat Arab yang
ada ketika wahyu nu_ (‘hlurunkan, sebagai wahyu T“han;
hukum Islam mempunyai nilai-nilai Transandental, sedangkan
unsur kemasyarakatannya akan terlihat pada karakteristik
sebagian dari materi hukumnya, misalnya, dalam hukum acara
erdata masyarakat Arab mempunyai ciri-ciri magis dan
profan. Hukum itu bersifat magis karena kaidah-kaidah
untuk  pemeriksaan dan pembuktiannya didominasi oleh
prosedur sakral, seperti ramalan dan sumpah sedangkan ciri
profannya terlihat dalam materi hukum pidananya yang sering
dipersempit menjadi ganti rugi dan pembayaran denda.

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam (zarikh
tasyri’) dikenal 3 teori pembentukan kekuasaan peradilan,
yaitu :

a Sistem tauliyah, yakni dengan mengangkat hakim dan
mendirikan peradilan ketika dalam keadaan normal atau
keadaan sudah terbentuk.

b. Sistem ahlal halli waal aqdi, yaitu pembentukan dewan
majlis yang terdiri dari beberapa orang yang dirasa
mampu menyelesaikan sengketa, ini dilakukan pada
masyarakat yang belum ada penguasaanya yang
menghendaki seseorang untuk menangani perkara.
Sistem tahkim, yaitu apabila tidak ada dan ini berangkat
atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Dari sistem tersebut maka dapat dipahami bahwa sel
melalui jalan peradilan, ada lembaga non peradilan yang dapat
menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan untuk mencapal
keadilan yaitu melalui sistem ketiga. Ada beberapa card sebagal
konsep penyelesaian sengketa yang dianjurkan oleh agama islam
Melalui jalur non peradilan ini, diantaranya as-sulhu (P erdamaian),

lahkim (melalui hakim), dan as-syura (musyawarah).

ain

"--..._._._‘.-_L
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|. Konsep pranata as-sulhu

Secara etimolog! as-sulhu berarti I‘Crt'l:mm-l

memutuskan pertengkaran atau perselisihan.”’ Sulam
cecara terminologi syariat dapat diartikan sebagaj g, . jens
akad untuk mengakhiri perkara antara dua orap Yang
berlawanan dan bCI‘SChSlh O Jenis akad yang dimaksyg tenty
adalah atas kesepakatan bersama atau dengan kat, lain
diwujudkan melalut perdamaian. Jenis akad yang dimgjq, d
tentu adalah atas kesepakatan bersama atau dengan kay lai
diwujudkan melalut perdamaian. As-sulhu sangat dianjurl,,
dalam Islam seperti dijelaskan dalam Al Qur’an sura 4|
Hujurat (49) - 9

Perlu diketahui bahwasanya as-sulhu haruslah bepgr.
benar atas kesepakatan para pihak, tidak boleh dipaksaka
kepada salah satu pihak  termasuk di dalamnya tidak
dibenarkan mengulur-ulur proses penyelesaian sengketa
karena sema-mata ingin mencapai perdamaian.
Konsep pranata Tahkim

Diantara masalah yang dihubungkan oleh para fuqohs
dengan lembaga peradilan adalah ta/ikim yaitu menyerahkan
diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan

pandai menjelaskan sesuatu sehingga mampu menyenangkan
kedua belah pihak.>'

A

9

* Mal
1990), hlm 2201mud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta Hidakarya Aguné

" As Sayyid Sabi

3 Hash: q, Figh As Sunah, hlm 305.

Asl ; f
bintang, 1970), him. 5 SIShldlqley Sejarah Peradilan Islam (Jakarta : Bula
-_____""""——-——__
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3. Konsep pranata As-Syura
Kata As-Syura berasal dari kata syawara yang bermakna

‘ 32 e
mengeluarkan madu dari sarang lebah.”* Makna ini kemudian

berkembang schingga mencakup segala sesuatu yang dapat
diambil atau dikeluarkan dari yang lain. Musyawarah dapat

juga berarti perembugan, pcrundingan.JJ Musyawarah dinilai

sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk umat

[slam. Terbukti dengan wawasan mengenai musyawarah

dalam al Qur’an terlihat begitu penting, karena melalui media

itulah dapat melakukan negosiasi, persengketaan menuju

solusi yang solutif demi kebaikan bersama.

Problematika Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial
Selama ini diketahui bahwa setiap hubungan kerja

dalam pembangunan industri selalu menimbulkan sifat-sifat yang

berbeda dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh

sehingga menimbulkan pengaruh  sosial dalam masyarakat.

Satjipto Raharjo ~ menulis bahwa penguasaan atas usaha

perindustrian tidak dapat disamakan begitu saja dengan konsepsi
yang sama dengan penguasaan manusia atas barang dan sejumlah

i isasi 3
perubahan lain dalam pengorganisasian dalam masyarakat. !

Dengan demikain, ~pengaruh sosial dari  pembanguanan

32 Madu bukan saja manis melainkan juga obat untuk banyak
penyakik sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan madu dihasilkan oleh
lebah. jika demikian, yang bermusyawarah meski bagaikan lebah : makhluk
yang sangat disiplin , kerja samanya mengagumkan , makannya sari
kembang dan hasilnya madu. Seperti itulah makna permusyawaratan dan
demikianlah sifat orang yang melakukannya. Lihat M Quraish Shihab,
Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudu'l Atas berbagai persoalan umat, Cet Ke-3
(Bandung : Mizan, 1996), him. 469.

A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer,
(Surabaya : Arkola, 1994), him. 503.
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an menimbulkan ketimpangan yang sangat (g,
akerjaan, seperti adanya pemerasan l(:rhadan
eschatan ditempat kerja, upah pekerja ya”p
h dari kebutuhan hidup minimum daﬁ

dalam proses produksi memegang

industrialisast ak
di bidang ketenag
tenaga kerja, kondisi K
sangat rendah dan jau

sebagainya. Manusia
peranan yang sangat penting. Bagaimanapun kecilnya, peranay
lindungi karena unsur manusia adalah titik senty|

tersebut harus di
dari setiap konsepsi dan strategl
pekerja/buruh perlu diberi suatu perlindungan  hukum  yang

mengarah pada persamaan derajat antara para pihak yang terkai

dalam hubungan kerja.
Menurut Imam Soepomo, da

pekerj/buruh  dan pengusaha secara yuridis
secara sosiologis sulit sekali menemukan kesamaan dalam
rupakan

pembangunan. Oleh karena iy

pat diketahui bahwa status
adalah sama.

Namun,
masyarakat karena ketidaksamaan dalam masyarakat me

sifat dasar manusia di dunia ini. Dalam bidang ketenagakerjaan,

ketidaksamaan kedudukan antara pekerja/buruh dan pengusaha ini |

sering kali menimbulkan konflik. Pengusaha mengeluarkan |
a baik dan |

kebijakan atau peraturan yang menurut pertimbanganiy
It

dapa.t diterima oleh pekerja/buruh dan pengusaha ini sering ka
menimbulkan  konflk. Namun tekadang pekerja/ buruh |
mempunyai pandangan yang berbeda dengan pengusaha. Pekerjd

buruh
s Y;ing merasa puas dengan kebijakan atau peraturan Yang
IK€luar !
an oleh pengusaha akan berusaha sebaik mungkin
akan

,J:;::;L:SUkzball‘kknya, pekerja/ buruh yang tidak puas
mclakukandesI > Yflng akan merugikan pengusahd.
. monslr_aSI mogok kerja dan seba gainya.”
. ayz::: k;]ahldupar.l di dunia ini tampaknya selal |
dihadapi Scrtagd- a:us _d'Pccahkan atau tantangan Yang .hﬂf”f
b b s B il tingkat pribd"
pai kepada bangsa dan negara. Dalam dunia hukum™
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ihususnya hukum perdata, dikenal bahwa pengadilan berkewajiban

membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi di

Jalam praktek proses melalui pengadilan itu membutuhkan waktu

ang cukup lama karena prosedurnya yang formalistis kaku: dari

sejak mendaftarkan perkara di pengadilan sampai kepada putusan.

Berbicara masalah penyelesaian perslisiahan pengusaha
dengan buruh tidak akan ada habisnya, Karena hal-hal tersebut
itulah maka dibutuhkan cara penyelesaian perselisihan yang lain di
luar pengadilan, melalui suatu kesepakatan antara para pihak yang
berkepentingan untuk menyelesaikan perselisthannya kepada
seoarang juru pemisah (arbiter, scheidsman, wasit) yang
mempunyai keahlian dan tingkat friendship yang memadai. Untuk
itulah arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan diharapkan
mampu menjembatani persoalan hukum perdata tersebut.

Menurut penulis ada beberapa problematika dalam konsep
arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
yaitu:

I. Ruang lingkup arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial lebih sempit ketimbang yang lain.
Arbitrase hanya berwenang menangani perkara perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu
perusahaan.

2. Undang-undang ini melarang dengan tegas adanya bentuk
arbitrase lain yang dibentuk oleh para pihak yang berselisih.

3 Kurangnya sosialisasi tentang prosedur penyelesaian melalui
arbitrase,

4. Biaya persidangan di tanggung para pihak, sehingga
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase
kurang diminati.

5. Banyaknya kesempatan pemerintah untuk berintervensi.

Beberapa problem di atas merupakan hal yang sangat

I —
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penting untuk dicermati oleh pemerintah agar arbiryq. b
. @ . L QLA
penyelesaian persclisihan hubungan industrial dengan py; }L.n
[dNo
sesuai dengan  peraturan - yang ada. Yang hantinyg ']ka.l_
;o R . akay
mempunyai implikas besar untuk keadilan para pihak daly
m

hubungan industrial.

Analisis Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselihan Hubupgy,
b

Industrial; Tinjauan Hukum Islam

Islam adalah agama yang cinta damai, setiap ada

permasalahan apapun yang bersangkutan dengan pertentangan
pasti selalu mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan
menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, makna keadilan dalam al
Qur'an yang menyangkut mengenai penyelesaian antar pihik
yang bersengketa itu masuk dalam arti “sama’’, maksud
sama disini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat an-Nisa’
(4): 58.

Semua bentuk penyelesaian dapat ~ditempuh untuk
menyelesaikan perselisihan asalkan tidak bertentangan dengan
Syarfat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, syariat merupak!
sumber hukum tertinggi dan berada di atas segalanya. segal
bentuk tindakan dan perbuatan manusia harus memiliki landastt
atau,pam']g tidak dijiwai oleh kesesuaian dengan syarial makd
zpablla timbul konfllik penyelesaiannya harus merujuk kepada
elentuan syariat,’’
a :] ;]frse::]s.:han Hubt.mgan Industrial yang marak [Cl‘_]:l(:

1 dan apabila permasalahan ini terus berkembas

\

36

, Makna |5 .
2) adil adalap “Pel'h:[l?and‘:jam al Qur’an yaitu : 1) Adil dalam arti seimbané

kepada pemilinyz 3) Ad:hadap hak-hak individu dan memberikan hak I

shihab, g, yang dinisbatkan kepada Ilahi. Lihat M.
\wasan. him. 144-146, P '

- Arskal Salip ; ;
onu Taimiyah, (Jakarea ngpésmllgg9[)mf?w"s" Negara Perspektif Etk!
¥ » him. 54,
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akan sangat merugikan dan mengganggu berbagai macam pihak
terutama keutuhan stabilitas nasional. Oleh karena itu perlu dicari
penyelesaian yang efektif guna meredam permasalahan tersebut.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perselisithan
yang terjadi di hubungan industrial perlu dicari proses
penyelesaian perselisthan yang cepat, murah dan dibutuhkan juga
penyelesaian perselihan yang menguntungkan dan memberi aman
bagi semua pihak, yang paling penting dapat diselesaikan menurut
kehendak masing-masing pihak. Dalam bahasa hukum modern
dikenal “Win-win solution” (Dan inilah tujuan hakiki/esensial
Arbitrase, Mediasi, atau cara lain menyelesaikan sengketa di luar
proses peradilan).

Pranata arbitrase sebagai sarana menyelesaikan sengketa
hukum di luar proses pengadilan bukan suatu hal yang baru dalam
sistim penyelesaian sengketa hukum di Indonesia, namun yang
terjadi dimasa lalu di Indonesia, “Arbitrase” kurang menarik
perhatian sehingga kurang populer di kalangan masyarakat.
Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata
hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses
peradilan. Meningkatnya peranan arbitrase bersamaan dengan
meningkatnya transaksi niaga baik nasional maupun internasional.
Di Indonesia, telah diatur dalam Undang-undang mengenatl
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu Undang-
undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

Dalam syari’at Islam, apabila menyerahkan putusan hukum
kepada seorang muhakam (orang yang dijadikan penengah) boleh,
asalkan itu merupakan kehendak para pihak dan itu harus disetujui
oleh kedua belah pihak. Kesepakatan para pihak atas arbiter sangat
urgen, karena apabila penunjukan arbiter itu tidak memenuhi
kesenangan para pihak dalam menyelesaikan atau memberi
keputusan maka akan memberikan kecacatan dalam arbitrase
tersebut. Islam melarang penyelesaian perselisihan yang tidak
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didasarkan kepada syari’at, bentuk  penyelesaian Dapuy
harus  didasarkan ~ pada syari’at, begitu pula dengay Campu[;
tangan pemerintah dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengemukak,
bahwa penyelesaian yang mengikutsertakan pemerintah in; dapy
diberikan sepanjang pemerintah itu konsisten dan tunduk pyg,
syari‘'at yang telah digariskan oleh Allah dan rasulnya dalap
Qur’an dan as Sunah.”®

Keberpihakan pemerintah pada salah satu pihak yaki
pengusaha telah memberikan keadilan yang tidak merata. Padaha|
dikatakan dalam al Qur’an bahwasanya dalam memutuska
perkara diantara manusia hendaknya engkau memutuskan dengar
adil”® Sedangkan dalam asas-asas penyelesaian perselisthan ada
dua asas yang diterapkan dalam arbitrase yaitu pertama, asis
muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan
manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyaraka,
maksud asas ini merupakan segala bentuk muamalat  yang
merusak  kehidupan masyarakat tidak ~dibenarkan. Dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercermin manfaal
bah.wa untuk menjamin hak-hak para pekerja atau buruh terhindd
dari penindasan para pemilik modal, Oleh karena itu diperlukan
l;::man_ pemerintah mengeluarkan peraturan perundang- undangTﬂ
Swia-t;j:it I;e“geksploitasi pekerja dan tentunyd mem.ellrl:;l

. cadilan. Kedua, tidak cenderung berpihak kepadd

pemilik modg] dan merugikan pihak burh begitu juga gebalikny?

Akan o 2 |
o tetcjipl didalam pelaksanaan arbitrase gebaga}

Y' €saian perselisihan tidak lagl
memihak kepada

kebijaksanaa il
e yang b anipulasi . olel - P8
Pengusaha, hg) & banyak dimanipulast 0

ins!

mendatangk s, rsebut tentunya tidak sesuai dengal prmsl[;
renteat dan menghilangkan madhara! kare!

him. Salim, s o
G T M, Etika Intervens; Negara, (Jakarta - Logos;

ini peranan pemerintal
. Al
buruh  hal tersebut tercermin dengt
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dalam hal ini justru membawa kemudharatan dan itu harus
dicegah.
Asas muamalat yang lainnya menyatakan bahwa muamalat
dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-
unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan. Keadilan seharusnya diterapkan atau dipelihara dalam
menyelesaikan suatu perselisthan namun hal tersebut harus diganti
dengan banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak baik
itu pihak pemerintah maupun pihak pengusaha, padahal dalam
[slam suatu pcmerintah harus mensejahterakan rakyatnya dengan
prioritas  utamanya adalah umat. Pekerja/Buruh merupakan
sebagaian dari rakyat yang harus diperhatikan sehingga perlakuan
atau tindakan pemerintah dalam menetapkan peraturan  dan
menyelesaikan ~ pertikaian dalam pertikaian dalam perburuhan

harus berlandaskan kepada kemaslahatan bagi burub tersebut.
Akan tetapi pemerintah dalam hal ini justru membawa

kemudharatan bagi buruh dengan adanya kecenderungan

sepihak guna kepentingan semata, oleh sebab itu dalam hal ini
sudah  jelas bertentangan dengan Islam  yang selalu

mengedepankan umatnya.

Kesimpulan
Arbitrase  sebagai bentuk penyelesaian
hubungan industrial di Indonesia, didefinisikan sebagal
Pel’fyelesaiaxl suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar
;(’,r tkat Pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar
®ngadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dan
g .pl:hak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian
dp:;SE:::sl]?an kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak

ifat final.

Gk IZ‘;“S"P z.irbitrase sebagai penyelesain
e pihakng?n _smtcm tahkim karena dalam hal pemilihan arbiter
tberi ruang untuk menunjuk sesuai dengan yang
L —
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Selain itu arbitrase juga sudah selarag dengy,
(Perdamaian) dan as-Syura (Musyawarah). |

Saran dan Rckomendasi

1.

adalah fas_ilitat'or dan  regulator,
karena itu didalam penyelesaian perselisihan hubungs
industrial, khususnya dalam ranah arbitrase hendakny;
nsi Negara tidak terlalu mendominasi, tidak memihak

Pemerintah

interve

kepihak manapun.
Arbiter sebagai penengah, seharusnya tidak diam menunggu.

Tapi juga harus proaktif dengan terus berkoordinasi dengan
instansi ketenagakerjaan yang berwenang di kabupaten/kota.
Sehingga kemungkinan bisa dikenal oleh para pelaku
hubungan industrial.

Seharusnya biaya persidangan di tanggung oleh Negara
seperti yang lainnya. sehingga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang  notabene  lebih  cepd
penyelesaiannya banyak digunakan oleh para pihak yang
bersengketa.

Tidak ada pembatasan perselisihan, atau ruang lingkup
arbitrase diperluas.

Diperbolehkannya arbitrase Non permanen.
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